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JAKARTA, KOMPAS - Eksekusi enam terpidana perkara narkoba baru saja, lima di antaranya warga
negara asing, menimbulkan reaksi keras dari beberapa pemerintah negara yang bersangkutan.

Menurut penulis, reaksi-reaksi itu tak perlu terlalu dihiraukan. Pelaksanaan eksekusi itu telah
mengikuti proses hukum yang benar. Tidak kelihatan ada keteledoran dari pihak kita. Maka
kita sendiri yang memutuskan bagaimana hukum yang berlaku di negara kita itu dilaksanakan.
Akan tetapi, tak bisa tidak, eksekusi-eksekusi itu menimbulkan pertanyaan prinsip. Pertanyaan
tentang kebenaran moral hukuman mati. Pertanyaan itu tidak kita jawab dengan mengintip
pada pandangan negara lain, tetapi atas dasar kesadaran kita sendiri. Entah apa pandangan
negara lain, harga diri kita sendiri menuntut agar kita membersihkan sistem hukum kita dari
segala unsur yang tidak etis, tidak manusiawi, tidak benar.

Berikut saya ajukan secara singkat empat alasan mengapa, menurut keyakinan saya, hukuman
mati harus kita hapus. Pertama, sistem yudisial kita belum bersih dari praktik korup. Masa kita
bersedia membunuh orang atas keputusan lembaga- lembaga yang tidak dapat dipastikan
kejujurannya!

Kedua adalah prinsipiil: hukuman mati satu-satunya hukuman yang tidak dapat dicabut
sesudah dilaksanakan. Padahal, kemungkinan kekeliruan selalu ada. Sistem terbaik pun tidak
dapat 100 persen menjamin bahwa suatu putusan pengadilan tidak keliru.

Ketiga, menyangkut harkat kemanusiaan. Membunuh orang, kecuali untuk membela diri atau
dalam pertempuran militer resmi adalah tindakan yang tidak termasuk wewenang manusia.
Bukan kita yang memasukkan diri kita ke dalam eksistensi dan bukan kita yang berhak
mencabut eksistensi itu. Maka, menghukum penjahat dengan mencabut nyawanya sebenarnya
merupakan hujatan terhadap Yang Memberi Hidup. Tak kurang!

Mungkin orang bilang: bukankah hukuman mati belum begitu lama dilaksanakan di semua
negara dan masyarakat di dunia dan dibenarkan oleh semua agama? Kok mendadak dianggap
tidak dapat dibenarkan? Argumen ini tidak kuat. Bahwa sebuah perbuatan (hukuman mati)
disetujui luas tidak berarti perbuatan itu tidak bisa jahat. Sama tidak benarnya seperti
semboyan vox populi vox Dei: ("suara rakyat adalah suara Tuhan"). Suara rakyat jelas bukan
suara Tuhan. Suara rakyat bisa juga jahat. Tak ada suara manusia—baik seseorang,
sekelompok orang, maupun semua orang—yang sama dengan suara Tuhan. Bukankah kita
tahu, rakyat bisa keliru, hati rakyat bisa penuh dendam, iri, benci.

Bahwa begitu lama hukuman mati tidak dipersoalkan bukanlah bukti hukuman mati dapat
dibenarkan, melainkan kelonggaran sementara karena kekasaran hati manusia. Karena naluri
mau balas dendam, manusia butuh waktu untuk menyadari bahwa ia tidak boleh membunuh.
Namun, lama-kelamaan manusia jadi lebih mengerti, lebih bertanggung jawab, maka ia mulai
memahami bahwa hukuman mati melampaui wewenang moralnya.

Pernah ada hukum "mata demi mata, gigi demi gigi" (lex talionis, di Kitab Taurat). Namun,
pada waktu itu, 3.000 tahun lalu, lex talionis merupakan langkah maju dalam proses



dekasarisasi hati manusia. Waktu itu, kalau orang memukul orang lain sehingga gigi atau mata
hilang, ia akan dibunuh. Lex talionis lantas membatasi: Kalau matamu ditusuk, kau tak boleh
membunuh, kau hanya boleh tusuk mata dia. Namun, sekarang kita sudah maju. Kalau
sekarang mata seseorang yang menusuk ditusuk kembali, itu barbar. Jadi, ada kemajuan dalam
perjalanan umat manusia ke luar dari kekasaran. Dan sangat tepatlah sila kedua Pancasila:
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukuman mati belum beradab.

Kalau dalam agama-agama dulu, hukuman mati tidak ditolak, tetapi ditetapkan sebagai
hukuman atas perbuatan jahat tertentu, itu pun perlu dimengerti dalam rangka de-kasarisasi
hati manusia. Daripada pelanggaran apa pun dibalas dengan membunuh pelanggar, hukuman
mati—yang belum bisa dihapus sama sekali karena manusia masih terlalu kasar—dibatasi
pada perbuatan kriminal paling jahat saja. Akan tetapi, yang sebenarnya dimaksud: pada
akhirnya manusia jadi sadar bahwa hukuman mati tidak pantas dan tidak dikehendaki Tuhan.
Bisa juga dikatakan: Tuhan sabar dengan kekasaran hati kita, tetapi tidak untuk selamanya.
Alasan keempat, menurut kebanyakan ahli, hukuman mati tak punya efek jera. Ancaman
hukuman mati tidak mengurangi kelakuan kriminal.

Ada beberapa pertimbangan tambahan. Di Indonesia ada orang yang baru dieksekusi puluhan
tahun sesudah hukuman mati dijatuhkan, terutama beberapa orang yang dituduh "terlibat
G30S/PKI". Eksekusi semacam itu kehilangan segala legitimasi. Di lain pihak Indonesia
sudah cukup lama menahan diri dalam menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati sudah
bukan hukuman rutin. Logika kenyataan positif itu adalah: akhiri hukuman mati sama sekali!
Tuntutan agar kita mencoret hukuman mati dari hukum pidana kita bukan karena ikut-ikutan
luar negeri, melainkan demi harga diri kita sebagai bangsa yang beradab.

Franz Magnis-Suseno
Rohaniwan; Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
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Hukuman Mati

NAM terpidana mati kasus narkotika dan

obat berbahaya (narkoba) telah dieksekusi

(baca: dibunuh) pada 18 Januari 2015 di Nusa-
kambangan dan Boyolali, Jawa Tengah. Masih ada
58 terpidana mati lagi yang grasinya ditolak oleh
Presiden Joko Widodo, sehingga dapat dieksekusi
atau dibunuh oleh aparat negara dalam waktu dekat,
apabila tidak ada keputusan yang membatalkan,

Jika eksekusi mati dilaksanakan lagi, maka Indo-
nesia menjadi salah satu negara yang memerintah-
kan pelanggaran hak hidup para terpidana tersebut.
Sebagai umat kristiani, semestinya kita menolak
hukuman mati dan memperjuangkan hak hidup
saudara-saudara kita terpidana mati tersebut.
Mengapa masih ada di
antara kita yang ragu,
bahkan ada yang men-
dukung hukuman mati?
Hak hidup merupa-

kan salah satu hak
asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi
dalam situasi apapun
(non-derogable rights).
Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 28A
jo. UU No. 12/2005
tentang ratifikasi
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Poli-
tik (International Covenant on Civil and Political
Rights/ ICCPR) pasal 6 (1) mengakui, “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya”. Dalam UU No. 12/2005
pengaturan tersebut diperkuat dengan kalimat,
“Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya
secara sewenang-wenang”. Pengecualian pember-

lakukan hukuman mati di negara-negara yang belum

menghapus hukuman mati hanya dapat dijatuhkan
terhadap beberapa kejahatan yang paling serius,
seperti genosida. Sementara, kejahatan narkoba
tidak termasuk kejahatan yang paling serius.

Pasal 9 (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

juga mengakui bahwa, “Setiap orang berhak untuk
hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan
taraf kehidupannya”. Namun dalam bagian pen-
jelasan dinyatakan bahwa hak hidup dibatasi dalam
hal atau keadaan vang sangat luar biasa, yaitu demi
kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau

berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana
mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati masih
dapat diijinkan. Pengaturan ini jelas bertentangan
dengan isi pengaturan yang sama dalam UU No.
12,/2005 tentang ratifikasi ICCPR.

Sejalan dengan prinsip penghormatan dan
perlindungan hak hidup, ajaran Gereja juga tak
mengijinkan hukuman mati. Alasan utama yang
disampaikan Konferensi Waligereja Indonesia
(KWT) bahwa, “Siapapun tidak punya hak mencabut
nyawa orang lain karena hidup adalah anugerah
dari Tuhan dan hanya Tuhan-lah yang berhak
mencabutnya. Hak hidup adalah hak vang paling
mendasar yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Oleh sebab itu, Gereja
selalu membela ke-
hidupan. KWT juga
menegaskan, Gereja
menilai, penjahat

kelas kakap sekalipun
mempunyai hak untuk
hidup. Negara sebagai
pelindung rakyat pun
harus memberikannya”.
(K'WI, 16 Januari 2015).
Sikap tegas serupa

juga disampaikan Tkat-
an Sarjana Katolik
Indonesia (ISKA) padal8 Januari 2015.

Alasan lain yang harus menjadi pertimbangan
mengapa kita harus menolak hukuman mati ada-
lah realitas masih lemahnya sistem penegakan
hukum di negeri ini, mulai dari proses pelaporan,
penyelidikan, sampai tahap persidangan. Kita
seringkali menemukan dan mendengar ada “per-
adilan sesat”, kriminalisasi, sampai korupsi yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apa yang
dapat kita lakukan apabila seseorang yang sudah
dieksekusi mati tetapi di kemudian hari terungkap
ada kekeliruan dalam proses peradilan yang mem-
vonisnya?

Perdagangan narkoba memang harus diakhiri.
Namun, apakah hukuman mati (pembunuhan)
atas sebagian kecil pelaku perdagangan narkoba
dapat menjawab permasalahan pelik ini? Terlepas
dari kegeraman kita kepada para penjahat narkoba,
pantaskah kita sebagai umat beriman mendukung
hukuman mati?



MARY JANE, HUKUMAN MATI YANG TERTUNDA
Tri Agung Kristanto
29 April 2015

Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak
bersalah. Demikianlah pesan mantan Hakim Agung Bismar Siregar terkait dengan
kemungkinan keraguan hakim dalam membuat putusan.

Pengunjuk rasa yang bertahan di depan Kedutaan Besar Indonesia di Makati, Filipina, Rabu
(29/4) dini hari, bersukacita setelah mendapat kabar penundaan eksekusi terpidana Mary Jane
Veloso di Indonesia.

Peringatan Bismar itu terasa mendapatkan tempat ketika pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf
Kalla giat menetapkan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, khususnya dalam kasus
peredaran gelap narkoba. Dalam dua kali pelaksanaan eksekusi, kegaduhan selalu
menyertainya.

Kegaduhan tak hanya terjadi di dalam negeri karena masih ada warga yang bersikap pro dan
kontra terhadap hukuman mati, tetapi juga terjadi di luar negeri. Masyarakat internasional
bereaksi karena sebagian besar terpidana mati yang dieksekusi dalam dua kejadian di Pulau
Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, dan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, adalah warga
negara asing.

Walaupun pemerintahan Jokowi-Kalla baru berlangsung enam bulan, Jokowi-Kalla sudah dua
kali melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati, yaitu pada 18 Januari dan 29 April lalu.
Sebanyak 14 narapidana mati telah dieksekusi. Semula ada 16 terpidana yang akan dieksekusi.
Presiden Jokowi menolak permohonan grasi yang mereka ajukan. Sebagian tertunda karena
berbagai alasan.

Di Indonesia, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly,
pada Januari lalu terdapat tidak kurang 133 terpidana mati. Mereka terdiri dari 57 narapidana
mati untuk kasus narkoba, 2 terpidana mati kasus terorisme, dan 74 narapidana mati perkara
pidana umum, misalnya pembunuhan berencana.

Selain memiliki narapidana mati, Kementerian Luar Negeri melaporkan, hingga Februari lalu
tercatat 229 warga negara Indonesia terancam dieksekusi mati di Malaysia, Tiongkok, dan
Arab Saudi. Sebagian besar dari warga negara Indonesia itu, 131 orang terancam dieksekusi
mati karena terlibat kasus narkoba. Mereka memerlukan pembelaan dari pemerintah agar
terbebas dari hukuman mati itu.

Mary Jane lolos

Dalam pelaksanaan eksekusi Rabu (29/4) dini hari di Nusakambangan, perhatian khalayak
lebih banyak tersedot pada terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso. Mary Jane
bersama Serge Areski Atlaoui asal Perancis dan Myuran Sukumaran (Australia) sebenarnya
termasuk yang akan dieksekusi pada Januari lalu. Namun, mereka batal dieksekusi karena
tengah mengajukan upaya hukum untuk menghindari dari regu tembak.

Serge namanya kembali dikeluarkan dari daftar yang harus dieksekusi Rabu lalu karena masih
mengajukan upaya hukum menggugat keputusan presiden yang menolak permohonan
grasinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, diduga tekanan besar dari
Pemerintah Perancis-lah yang membuat Serge, yang disebut-sebut sebagai ahli peracik ekstasi



dan sabu, terhindar lagi dari eksekusi. Apalagi, PTUN Jakarta, Selasa lalu, menolak gugatan
Serge.

Sementara Mary Jane dan Myuran kembali akan dieksekusi karena permohonan grasi dan
peninjauan kembali (PK) perkaranya telah ditolak oleh Presiden dan Mahkamah Agung (MA).
Myuran, yang disebut sebagai bagian dari jaringan pengedar narkoba "Bali Nine", akhirnya
dieksekusi bersama tujuh terpidana mati lainnya, termasuk Zainal Abidin, satu-satunya
terpidana mati asal Indonesia, Rabu dini hari.

Mary Jane yang sudah berada di Nusakambangan tak jadi dieksekusi karena ada perintah dari
Presiden Jokowi untuk membatalkannya. Sebuah bukti baru, selain besarnya tekanan dari
masyarakat internasional dan nasional, yang menyatakan Mary Jane adalah korban
perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu tertahan. Selasa, Maria
Kristina Sergio, yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia,
menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Fakta baru itu, misalnya, mendorong anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(F-PDIP), Charles Honoris, mendesak Presiden Jokowi membatalkan eksekusi terhadap Mary
Jane. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pun meminta eksekusi terhadap Mary Jane
dibatalkan. Presiden yang sempat bertemu dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa, di
Jakarta, sebenarnya sudah menyerahkan pelaksanaan eksekusi itu kepada eksekutor (jaksa).
Namun, pada detik-detik terakhir Jokowi membatalkan keputusannya itu.

Langkah Presiden tersebut sejalan dengan peringatan yang disampaikan Bismar Siregar. Ada
potensi kesalahan dalam putusan terhadap Mary Jane. Potensi kesalahan putusan itu pun
sebenarnya juga ada pada kasus Zainal Abidin, yang oleh polisi yang memeriksanya
disebutkan bekerja jual-beli ganja. Profesi yang tak masuk akal. Sekalipun bekerja seperti
yang disebut polisi, tak mungkin seorang tersangka atau terdakwa mengakui.

Pembelaan untuk Zainal kini sudah terlambat. Namun, untuk Mary Jane masih terbuka
peluang untuk meluruskan putusan hakim jika memang ada kesalahan. Namun, dalam hukum,
memang lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada memenjarakan seorang yang
tak bersalah.

Kini, kejaksaan tinggal menunggu proses hukum terhadap Maria Kristina di Filipina untuk
terus atau tidak eksekusi terhadap Mary Jane. Di sisi lain, Mary Jane dapat memakai
pengakuan Maria Kristina, yang mungkin saja menjebaknya, sebagai bukti baru (rnovum)
untuk kembali mengajukan PK.

Saatnya mengevaluasi

Lepas dari benar atau tidak putusan hakim terhadap Mary Jane, keputusan penundaan eksekusi
itu melegakan berbagai kalangan, terutama keluarganya. Namun, bagi pemerintah dan
lembaga penegak hukum di Indonesia, kondisi itu seharusnya menjadi saat yang tepat untuk
mengevaluasi kembali kebijakan eksekusi terhadap terpidana mati, termasuk penerapan
hukuman mati.

Bagi terpidana mati kasus narkoba yang terus mengulangi perbuatannya, termasuk
mengoordinasikan peredaran gelap narkoba dari dalam penjara dengan bantuan oknum aparat,
seperti yang ditunjukkan Freddy Budiman, masyarakat tentu tak akan keberatan jika eksekusi
segera dilaksanakan. Namun, untuk terpidana mati yang tidak segera dieksekusi dan telah
menunjukkan perbaikan perilaku dan penyesalan yang luar biasa, Presiden bisa menunjukkan
penghargaannya dengan memberikan keringanan hukuman, menjadi hukuman seumur hidup
atau hukuman dengan waktu tertentu (20 tahun).

Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan hukuman mati yang masih diterapkan di
Indonesia tak bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang



menjamin hak hidup setiap warga negara. Namun, MK mengingatkan pentingnya kehati-
hatian dalam pelaksanaan hukuman mati itu, misalnya dengan memberikan masa waktu
penantian. Jika dalam 10 tahun, misalnya, seorang terpidana mati menunjukkan perilaku yang
baik, bisa saja hukuman itu diubah. Prinsipnya, manusia memang tidak berhak untuk
menentukan hidup atau mati manusia lainnya.

Diunduh dari www.kompasprint.com pada 8 Mei 2015 pukul 19.30.
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